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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian  

a. Pengertian Eksploitasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah 

pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, 

pengisapan, pemerasan tenaga orang, sedangkan mengeksploitasi adalah 

mengusahakan, mendayagunakan (perkebunan, tambang, dsb)
14

. 

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 angka 7 

dijelaskan tentang Pengertian Eksploitasi yaitu, tindakan dengan atau 

tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan baik materiil maupun immateriil.  

 

UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang 

eksploitatif, yaitu bila menyangkut: 

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini; 

2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; 

3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang 

tak patut terjadi; 

4. Upah yang tidak mencukupi; 

5. Tanggung jawab yang terlalu banyak; 

6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; 

7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: 

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual; 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2005,  h. 254. 
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8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang 

penuh
15

. 

 

b. Pengertian Anak 

Banyak pendapat mengenai pengertian anak, dan pada umur berapa 

seorang itu dikategorikan anak-anak. 

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menyatakan bahwa: “Orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu 

perbuatan sebelum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah 

menikah”. 

 

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyatakan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan 

itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka 

mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum 

dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah 

perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian 

ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan adalah: “Hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun”.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak dalam Pasal 1, anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

 

Menurut Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) pada 

tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia disebutkan 

dalam Pasal 1 pengertian anak, adalah: “Semua orang yang dibawah umur 18 

tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal”. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 

pada Pasal 1 menyatakan anak adalah: “orang yang telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan 

belum kawin”. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan anak adalah: “Setiap manusia 

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya”. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah: “Seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana 

yang selanjutnya disebut anak korban adalah “anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. 

 

Belum dewasa menurut psikologis/kejiwaan adalah jika fungsi-fungsi 

(jiwanya) belum berkembang dan berintegrasi. Artinya, individu itu belum 

dapat berpikir dengan jalan pikiran, atau pola pikirnya belum tepat
16

. 

Dewasa dan belum dewasa menurut Romli Atmasasmita: 

 

“Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, 

orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur, anak-anak 

adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk 

wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, 

Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya”
17

. 

 

c. Pengertian Artis 

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar manusia 

dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan 

bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memilih segala apa yang 
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M. Sahlan Syafei, Bagaimana Anda Mendidik Anak, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h. 

5. 
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Chairul Bariah, Aturan-Aturan Hukum Traffiking (Perdagangan Perempuan dan Anak), 

USU Press, Medan, 2005, h. 4. 
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diinginkannya
18

. Salah satu jenis pekerjaan yang dibahas saat ini adalah artis 

sebagai profesi dalam dunia seni. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia artis adalah ahli seni, seniawati 

(seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama)
19

. 

Artis adalah istilah subjektif yang merujuk pada seseorang yang kreatif, 

atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap 

adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni, seperti 

lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Artis 

menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai 

estetik. Ahli sejarah seni mendefenisikan artis sebagai seseorang yang 

menghasilkan seni dalam batas-batas yang diakui
20

. 

 

2. Tinjauan Umum tentang KPAI 

a. Asal Usul Berdirinya KPAI 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 

22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri 

pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 

dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 77 

Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.  
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Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 
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Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h. 57. 
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KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 

74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi 

Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI 

merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas 

implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) 

yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan
21

. 

b. Kepengurusan KPAI 

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-

Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: 

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdiri dari 1 

(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 

5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur 

pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia 

usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. 

Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.  

 

Susunan kepengurusan KPAI periode tahun 2014-2017 adalah sebagai 

berikut: 

1. Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA sebagai Ketua 

2. Putu Elvina, S. Psi sebagai Wakil Ketua 

3. Susanto, MA sebagai Wakil Ketua 
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4. Rita Pranawati, MA sebagai Sekretaris 

5. Dr. Budiharjo, Bsc, M. Si sebagai Anggota 

6. Maria Advianti, SP sebagai Anggota 

7. Erlinda, M.Pd sebagai Anggota 

8. Dra.Maria Ulfah Anshor, M. Si sebagai Anggota 

9. DR. Titik Haryati, M.Pd  sebagai Anggota
22

. 

c. Tugas KPAI 

Pada pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak dicantumkan bahwa 

tugas pokok KPAI ada 2, yaitu: 

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan 

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, 

pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran 

perlindungan anak; 

2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada 

presiden dalam rangka perlindungan anak
23

. 

 

d. Perbedaan KPAI dengan Komnas Anak 

KPAI adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 74, 

75, dan 76 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Pembentukan KPAI ini dilakukan melalui Keppres Nomor 77 Tahun 

2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan Pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-

Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: 

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) 

orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 

(lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

                                                             
22
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Sedangkan Komnas Anak adalah lembaga pemerintah non-struktural yang 

bercikal-bakal dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang tersebar di 

berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga 

Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah 

komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan 

kesejahteraan anak secara independen.  

Pada tanggal 26 Oktober 1998 melalui Forum Nasional I dibentuklah 

Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut KOMNAS 

ANAK sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat 

mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi 

yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan 

solusi bagi permasalahan anak yang timbul
24

. 

Struktur Pengurus pada Komnas Anak adalah sebagai berikut: 

 Dewan Konsultatif Nasional / Dewan Pembina: 
DR. Seto Mulyadi sebagai Ketua.  

 Dewan Komisioner: 
1. Arist Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum. 

2. Samsul Ridwan sebagai Sekretaris Jenderal. 

3. Henny Hermanoe sebagai Ketua Komisi Penggalangan Dana. 

4. Wanda Hamidah sebagai Ketua Komisi Advokasi dan Reformasi 

Hukum. 

5. Beni Sujanto sebagai Ketua Komisi Pemantauan Hak Anak, Kajian 

dan Analisis Standar Pelayanan Sosial Anak.  

6. Nining Diah Maharita sebagai Ketua Promosi dan Sosialisasi Hak 

Anak. 

 

 Dewan Komisioner Wilayah: 

1. Amsal Amri untuk Wilayah Sumetera 

2. H. Badaruddin Noor untuk Wilayah NTT, NTB dan Bali 
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3. RA. Setiyo Hidayati untuk Wilayah Kalimantan 

4. Fendy E.W. Parengkuan untuk Wilayah Sulawesi 

5. Gunawan Mansur untuk Wilayah Maluku dan Papua
25

. 

 

e. Tugas Komnas Anak 

Sebagai lembaga yang bergerak di issue anak, Komnas PA memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan mandate/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional 

Perlindungan Anak; 

2) Menjabarkan Agenda Perlindungan Anak dalam Program Tahunan; 

3) Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya 

perlindungan anak baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi 

pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-

pemerintah; 

4) Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan 

upaya perlindungan anak; serta 

5) Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk 

menunjang kinerja Lembaga Perlindungan Anak
26

. 

 

3. Kerangka Teoretis dan Konseptual  

a. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan 

untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan untuk peneliti
27

. 

Menurut M. Solly lubis menyatakan bahwa landasan teori adalah suatu 

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu 

permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan 

                                                             
25

Ibid., 
26

http://www.talira.tk/2015/09/tugas-dan-fungsi-komnas-perlindungan.html, Loc. Cit. 
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teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan 

masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan
28

. 

1) Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara 

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak 

Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan 

sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan 

bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan 

memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka 

tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam 

pembangunan. 

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak 

adalah “upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak 

asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”
29

.  

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan 
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M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80. 
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rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak 

asasinya
30

.  

Mengenai perlindungan hukum bagi korban terdapat dua teori yaitu 

teori Retributive Justice dan teori Restorative Justice 

a) Teori Keadilan Retributif (Retributive Justice)  

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa Penegakan hukum yang 

dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana 

berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam 

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan 

hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses 

pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai 

sekarang masih menampakan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas 

(retributive justice)
31

. 

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan retributive justice, 

hal ini dapat dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung 

masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum 

digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. 

Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih 

memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban 
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dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan 

sistem peradilan pidana pada retributive justice
32

. 

Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan retributive 

justice tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak 

memberikan jaminan perlindungan yang seutuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam 

KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat 

sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam 

beberapa pasal saja, yaitu pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP dan 

Pasal 108 KUHP. 

Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan 

ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, 

pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga 

korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep retributive justice yang 

tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana 

karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap 

korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami 

kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian 

immateriil
33

. 

b) Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)  

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian 

secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain 

yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari 
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penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorative justice 

adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya 

terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Restorative 

justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. 

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya 

menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, 

keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat
34

. 

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi restorative justice berisi 

prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, 

korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak 

pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan 

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)
35

. 

Menurut Agustinus Pohan, restorative justice adalah  

sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan 

menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative justice dibangun atas 

dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi 

yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip 

Restorative Justice adalah, membuat pelaku bertanggung jawab 

untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi 

rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, 

orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum 

kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan 

untuk mengatasinya
36

. 

 

                                                             
34

Bagir Manan, Loc. Cit. 
35

Ibid., h. 5. 
36

Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Rajawali 

Press, Jakarta, 2007, h. 164-165. 



29 
 

Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana 

Indonesia yang bersifat retributive justice. Restorative justice merupakan 

konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam 

menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. 

Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada 

pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami 

korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi 

akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan 

penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep restorative justice. 

Munculnya konsep restorative justice pada dasarnya diharapkan agar dapat 

memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan 

mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang
37

. 

2) Teori Pembelajaran Sosial 

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang 

manusia dapat melihat dalam perubahan yang terjadi, tetapi tidak 

pembelajaran itu sendiri. Sedangkan Teori Pembelajaran sosial adalah 

pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan 

pengalaman langsung. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah 

fungsi dari konsekuensi. Teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran 

melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran
38

. 
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Anak belajar melalui perilaku meniru dari contoh peran mereka, 

biasanya orang tua mereka sendiri. Contoh peran tersebut ditiru karena 

dipersepsikan sebagai prestise atau berpengaruh, atau jika perilaku tersebut 

diikuti dengan pujian positif. Anak memiliki persepsi ideal tentang orang tua 

mereka selama tahap perkembangan awal mereka, namun dengan 

perkembangan yang dialaminya, mereka mulai meniru pola perilaku guru, 

teman dan orang lain. Individu yang dianiaya ketika masih kanak-kanak atau 

mempunyai orang tua yang mendisiplin mereka dengan hukuman fisik akan 

cenderung untuk berperilaku keras setelah dewasa
39

. 

Ada empat komponen dalam proses belajar meniru (modeling) melalui 

pengamatan, yaitu: 

1. Atensi/ Memperhatikan 

Sebelum melakukan peniruan terlebih dahulu, orang menaruh perhatian 

terhadap model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru model karena 

model tersebut memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang 

hebat, yang berhasil, anggun, berkuasa dan sifat-sifat lain. Seperti contoh 

mengenai pengaruh televisi dengan model-modelnya terhadap kehidupan 

dalam masyarakat, terutama dalam dunia anak-anak. 

Keinginan memperhatikan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dan 

minat-minat pribadi. Semakin ada hubungannya dengan kebutuhan dan 

minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya; sebaliknya tidak adanya 

kebutuhan dan minat, menyebabkan seseorang tidak tertarik perhatiannya. 
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2. Retensi/ Mengingat 

Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain 

anak memperlihatkan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Anak 

melakukan proses retensi atau mengingat dengan menyimpan memori 

mengenai model yang dia lihat dalam bentuk simbol-simbol. Kedekatan 

dalam rangsang sebagai faktor terjadinya asosiasi antara rangsang yang satu 

dengan rangsang yang lain bersama-sama. Timbulnya satu ingatan karena ada 

rangsang yang menarik ingatan lain untuk disadari karena kualitas rangsang-

rangsang tersebut kira-kira sama atau hampir sama dan ada hubungan yang 

dekat. 

Bentuk simbol-simbol yang diingat ini tidak hanya diperoleh berdasarkan 

pengamatan visual, melainkan juga melalui verbalisasi. Ada simbol-simbol 

verbal yang nantinya bisa ditampilkan dalam tingkah laku yang berwujud. 

Pada anak-anak yang kekayaan verbalnya masih terbatas, maka kemampuan 

meniru hanya terbatas pada kemampuan mensimbolisasikan melalui 

pengamatan visual. 

3. Memproduksi gerak motorik 

Supaya bisa mereproduksikan tingkah laku secara tepat, seseorang harus 

sudah bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motorik. Kemampuan 

motorik ini juga meliputi kekuatan fisik. Misalnya seorang anak mengamati 

ayahnya mencangkul di ladang. Agar anak ini dapat meniru apa yang 

dilakukan ayahnya, anak ini harus sudah cukup kuat untuk mengangkat 

cangkul dan melakukan gerak terarah seperti ayahnya. 
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4. Ulangan - penguatan dan motivasi 

Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan 

mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan dalam tingkah 

laku yang nyata, bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Apabila 

motivasi kuat untuk memperlihatkannya, misalnya karena ada hadiah atau 

keuntungan, maka ia akan melakukan hal itu, begitu juga sebaliknya. 

Mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada, 

agar tidak hilang, disebut ulangan - penguatan
40

. 

Dalam tumbuh kembang anak, teori ini sangat berguna sebagai bentuk 

acuan pembelajaran yang tepat untuk anak. Orang tua, guru, atau pihak-pihak 

lain dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan menerapkan teori 

ini. mereka dapat lebih memahami tindakan apa yang pantas atau tidak untuk 

ditunjukkan kepada anak sebagai bentuk pembelajaran dan pembentukan pola 

tingkah laku diri. 

 

b. Kerangka Konseptual 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka 

yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin 

diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris
41

. 

                                                             
40

http://mayakabbaro.wordpress.com/2012/03/09/teori pembelajaran sosial bandura, 

diakses tanggal  23 April 2016 pukul 08.30 PM. 
41

Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 124. 



33 
 

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian 

pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan 

batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan 

rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan 

hak asasinya
42

. 

b. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum 

terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights 

and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak
43

. 

c. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

d. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
44

. 

e. Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

yaitu  tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 
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tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 

hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan 

tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 

f. Artis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ahli seni, seniawati 

(seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). 

g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah Komisi 

Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 74, 75 dan 76 dari 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan 

Anak, yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Pembentukan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berjumlah 9 orang dan tidak 

boleh lebih dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili unsur yang 

tercantum dalam UU yang dipilih dan di angkat berdasarkan 

persyaratan serta prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku
45

.   
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